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2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

 

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah pada tahun 2017 total Anggaran Rp. 20.579.882.346,-  

telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 9.871.712.319,- 

dengan realisasi Rp. 6.468.574.148,- (65,53%) dan Belanja Langsung 

Rp. 10.708.170.027,- dengan realisasi Rp. 9.192.355.088,- (85,84%) 

dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 11 

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.722.266.727,- realisasi sebesar 

Rp. 3.356.867.741,- (90,18%); karena beberapa kegiatan seperti 

biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya internet, Biaya petugas 

kebersihan dan taman, biaya bahan bakar, biaya petugas keamanan 

dan biaya perjalanan dinas tidak direalisasi semua dan ini sesuai 

dengan kebutuhan riil SKPD. 

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang terdiri 

dari 8 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 472.700.605,- realisasi 

sebesar Rp. 441.638.962,- (93,43%); karena pada belanja 

pemeliharaan kendaraan dinas operasional belum direalisasikan, sisa 

belanja servis dan selebihnya merupakan sisa belanja instalasi 
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peralatan kantor dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 

yang disesuaikan dengan kebutuhan riil SKPD. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan 

dengan jumlah dana Rp. 113.030.030,- realisasi sebesar              

Rp. 113.013.030,- (99,98%). 

d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 

kegiatan yaitu Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan jumlah 

dana Rp. 7.000.000,- realisasi sebesar Rp. 6.982.000,- (99,74%). 

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri 

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 195.000.000,- realisasi 

sebesar Rp. 184.800.000,- (94,76%); karena anggaran pelatihan 

singkat PNS tidak direalisasi semua dan akan dilanjutkan pada 

tahun 2018, dan mencari lembaga penyelenggaraan, sehingga perlu 

dianggarkan pada tahun 2018. 

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan Keuangan yang terdiri dari 6 kegiatan dengan jumlah 

dana Rp. 250.000.000,- realisasi sebesar Rp. 196.121.740,- 

(78,45%); karena anggaran Belanja Lembur PNS untuk Kegiatan 

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten 

Banggai dan Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja, SOP dan SPM 

SKPD tidak direalisasikan semuanya. 

g. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data yang terdiri dari 1 

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 

24.750.600,- (99,00%);  

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang terdiri dari 37 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 

5.061.919.695,- realisasi sebesar Rp. 4.086.526.982,- (80,73%); 

karena ada 2 (dua) kegiatan yg tidak terealisasi seperti kegiatan 

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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selain itu ada beberapa kegiatan, belanja uang lembur PNS tidak 

terealisasi karena disesuaikan kebutuhan OPD. 

i. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang 

terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 24.445.500,- 

realisasi sebesar Rp. 24.370.200,- (99,69%);  

j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri 

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 35.000.000,- realisasi 

sebesar Rp. 33.850.000,- (96,71%); karena anggaran belanja 

internet direalisasikan sesuai kebutuhan OPD. 

k. Program Pengelolaan Barang Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan 

dengan jumlah dana Rp. 801.807.470,- realisasi sebesar              

Rp. 723.433.833,- (90,22%) ; karena adanya belanja perjalanan 

dinas luar daerah untuk kegiatan Penyelenggaraan Administrasi 

Barang Daerah direalisasikan sesuai kebutuhan OPD 

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten 

Banggai yang sebelumnya merupakan Dinas PPKA telah memenuhi 

tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Organisasi, hal ini 

dapat tercermin dari pencapaian 7 (Tujuh) sasaran. 

 

N
O 

SASARAN PAGU REALISASI 

NILAI 

CAPAIAN 
(%) 

1 

 
Meningkatnya 
Kualitas Rancangan 
APBD/APBD-P 

Kabupaten Banggai 
(BIDANG 
ANGGARAN) 

1.534.933.865 1.113.495.717 72,54 

2 

 
Meningkatnya 
Layanan 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah 

(BIDANG 
PERBENDAHARAAN) 
 

964.800.000 689.439.597 71,45 
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3 

 
Meningkatnya 
Layanan 
Penatausahaan Aset 
Daerah ( BIDANG 
ASET) 

 

1.748.500.000 1.652.819.139 94,52 

4 

 
Meningkatnya 
Kualitas Laporan 
Keuangan (BIDANG 
AKUNTANSI) 
 

1.195.700.000 1.136.227.733 95,02 

5 

 
Meningkatnya Tata 
Kelola BPKAD yang 
Bersih dan 
Akuntabel (BAGIAN 
SEKRETARIAT) 
 

5.264.236.162 4.600.372.902 87,38 

 JUMLAH 10.708.170.027 9.192.355.088 85,84 

 

Meskipun realisasi anggaran sebesar 85,84% dari                            

Rp. 9.192.355.088,- pagu yang dianggarkan, BPKAD dapat 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah 

Daerah, namun demikian ada beberapa kegiatan yang belum dapat 

direalisasikan karena kegiatan tersebut dipengaruhi oleh peran serta 

pihak eksternal yang tidak dapat dilaksanakan sesuai skedul yang 

diharapkan. 

 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banggai dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam 

melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara 

realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari 

suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output 

sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih 

rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi output 

lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih 
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besar dari target. 

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome 

dengan rasio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan 

disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau 

seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan 

pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapain output. 

Pada tahun Anggaran 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 

62 (enam puluh dua) kegiatan (terlampir) dengan pencapaian rata-rata 

sesuai dengan harapan atau dapat dikatagorikan bahwa Program 

Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan 

dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari berjalanannya 

sebagian besar kegiatan baik yang menyangkut pengelolaan pendapatan 

maupun pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, Capaian untuk 

masing - masing kegiatan dapat diuraikan pada Tabel formulir penetapan 

kinerja (terlampir), dari semua kegiatan - kegiatan yang ada sesuai 

dengan indikator kenerja pada dasarnya sebagian besar telah dicapai 

sebagaimana apa yang diharapkan hal ini dapat dilihat sampai dengan 

posisi 31 Desember 2017. Dengan demikian dengan kondisi ini kami 

menganggap bahwa sasaran ini secara relatif dan secara umum dapat 

dicapai. 

Dalam Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai memperoleh target pendapatan 

dan Alokasi Dana Anggaran belanja yang bersumber dari APBD antara 

lain : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain 

Daerah dan SILPA tahun 2016. Adapun Penjelasanya sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja BPKAD Tahun 2017 
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Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2018 terjadi 

penurunan pagu dibandingkan target renja tahun 2017. Tetapi hal itu 

sangat mempengaruhi target Output Capaian. 

Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan 

pengelolaan keuangan yang akuntabel diharapkan pada tahun 2018 

terjadi peningkatan sasaran dan output. 
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2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Kondisi Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah ( BPKAD) ditentukan oleh : 

1. Kondisi Lingkungan Internal 

Faktor keberhasilan suatu Institusi BPKAD dapat dilihat dari kondisi 

lingkungan Internalnya, adapun kondisi lingkungan internal dijabarkan 

sebagai berikut :  

a. Kekuatan 

- Potensi Sumber Daya Manusia yang cukup memadai. 

- Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk menjadikan Kabupaten 

Banggai memiliki sistim pengelolaan keuangan daerah yang baik dan 

benar. 

- Perlatan kerja yang cukup memadai. 

- Suasana kerja yang kondusif. 

- Komitmen pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

ditandai dengan diberikannya pagu anggaran untuk diklat 

keuangan. 

- Motivasi yang cukup tinggi dari semua staf. 

- Dukungan masyarakat (SKPD terkait)  

b. Kelemahan 

- Kapasitas sumber daya aparatur belum sepenuhnya memenuhi 

tuntutan sistim pengelolaan keuangan daerah 

2. Kondisi Lingkungan Eksternal 

a. Peluang 

- Memenuhi sumber daya aparatur yang memenuhi syarat untuk 

menerapkan sistim pengelolaan keuangan daerah. 

- Tersedianya jaringan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. 

- Adanya Komitmen Bupati terhadap pengembangan sistim 

pengelolaan keuangan daerah 
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b. Ancaman 

- Rendahnya pemahaman aparatur terhadap sistim aplikasi 

pengelolaan keuangan daerah. 

- Pemberlakuan sistim komputerisasi pengelolaan keuangan daerah 

secara nasional akan menyebabkan sanksi bila tidak ditaati. 

- Terbatasnya dana Pemerintah Kabupaten Banggai (APBD) 

 

   Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan 

sangat menguntungkan jika dibandingi dengan peningkatan kualitas 

[mutu modal manusia jumlah penduduk yang banyak jika tidak 

diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai maka akan dapat 

menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi 

kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang yang 

pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi 

standar hidup minimum. 

                 Terdapat beberapa isu dalm penyelenggaraan tugas dan fungsi 

peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah ; 

  1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan 

permasalahan yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 

2009 PASAL 24, penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab 

pemerintah dan pemerintah daerah.; 

  2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan 

aksesibilitas dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa 

kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antar daerah; . 

  3) Kurang optimalnya peran dinas sosial profinsi,kabupaten dan 

kota di dalm menyusun rencana program dan anggaran.; 

  4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah 

pusat ,profinsi dan kabupaten\kota.hal ini di cerminkan dengan pola 

penanganan kesejahteraan sosial di kabupate\kota sangat beragam 

kelembagaan pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi 
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dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan sosial di kabupaten\kota 

relative sangat kecil. Kondisi ini melahirkan kesenjangan antara 

kapasitas penanganan dengan jumlah populasi penyandang masalah 

kesejahteraan sosisl yang di tangani. Perbedaan nomenkaltur struktur 

organisasi yang menangani permasalahan sosial didaerah 

kabupaten\kota ,dan minimnya angaran yang dialokasikan untuk 

pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. 

  5) Masih lemahnya penangana korban bencana alam dan bencana 

sosial merupakan ganguan yang serius terhadap berfungsinya suatu 

masyarakat yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa 

[manusia], harta benda dan lingkunanya. Masyarakat yang tertimpa 

bencana pada umumnya memerlukan bantun dari luar 

[masyarakat,pemerintah,organisasi kemanusiaan], atas dasar tersebut 

maka pemerintah [pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung 

jawab yang besar dalam menangani masyarakat yang tertimpa bencana.  

 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD 
 

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan penjabaran dari rencana 

kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2018. 

Berdasarkan usulan yang disampakan dan telah melalui pembahasan 

dalam forum OPD, seluruh usulan program dan kegiatan serta pagu 

indikatif telah terakomodir dalam rencana awal RKPD. Untuk tahun 

2019, pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banggai sebesar  RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard 

Rupiah) terdiri atas 11 [ sebelas ] program dan 76 [ tujuh puluh enam ] 

kegiatan sumber dana APBD. 

 


